ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu Negara yang terkenal dengan sumber kekayaan
alam dan keberagaman budaya, suku bangsa dan tradisi. Ragam keunikan alam
yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia mempunyai daya tarik untuk
wisatawan asing dan wisatawan domestik untuk menikmati keindahan alam
tersebut. Belum adanya pengelolaan objek wisata Goa Payudan dari perangkat
desa payudan daleman sampai saat ini Sehingga perlu penjelasan terkait
kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta kebijakan
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di bidang pariwisata di desa
Payudan daleman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian
hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu data
primer dan sekunder berupa obeservasi di Desa Payudan Daleman Kecamatan
Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep., wawancara kepada pemerintah desa Payudan
Daleman dan dokumentasi berupa pengumpulan data dari buku, jurnal, Peraturan
Perundang-Undangan serta artikel yang mendukung. analisis yang akan digunakan
yaitu berupa teknik analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Wewenang pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk
pengembangan wisata di kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Bupati
Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 menjelaskan
bahwa prioritas penggunaan Dana desa untuk memulihan ekonomi serta
pengembangan sektor pariwisata.Dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa
penggunaan dana desa untuk pengembangan sektor prioritas yaitu salah satunya
desa wisata.
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ABSTRACT

Indonesia is a country that is famous for its natural resources and diversity of
cultures, ethnicities and traditions. The variety of natural uniqueness found in
various parts of Indonesia has an attraction for foreign tourists and domestic
tourists to enjoy the natural beauty. There has been no management of the
Payudan Cave tourist attraction from the Payudan daleman village apparatus so
far, so it is necessary to explain the authority of the village government in
managing village funds and village government policies in managing village
funds in the tourism sector in Payudan daleman village.

The type of research used in this study, namely the type of empirical legal
research. The approach method used in this research is the sociological juridical
approach method. Data collection techniques are primary and secondary data in
the form of observation in Payudan Daleman Village, Guluk-Guluk District,
Sumenep Regency, interviews with the Payudan Daleman village government and
documentation in the form of collecting data from books, journals, legislation and
supporting articles. The analysis that will be used is in the form of data analysis
techniques using qualitative descriptive.

The authority of the village government in managing village funds for tourism
development in Sumenep Regency is regulated in Sumenep Regent Regulation
Number 6 of 2021 concerning Procedures for Distribution and Determination of
Village Fund Details for Each Village in Sumenep Regency, article 22 explains
that the priority of using village funds is to restore the economy and develop the
sector. tourism. In Sumenep Regent Regulation Number 6 of 2021 concerning
Procedures for Distribution and Determination of Village Fund Details for Each
Village in Sumenep Regency, article 22 paragraph 3 explains that the use of
village funds for priority sector development is one of the tourist villages.
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	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar belakang

	Indonesia merupakan suatu Negara yang terkenal dengan sumber kekayaan alam dan keberagaman budaya, suku bangsa dan tradisi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 194...
	Madura merupakan kepulauan yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan 4 kabupaten salah Kabupaten Sumenep yang mempunyai keindahan alam yang eksotits dan bisa dijadikan objek wisata. Salah satu wisata di Kabupaten Sumenep yaitu pantai Lombang,...
	Ragam keunikan alam yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia mempunyai daya tarik untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik untuk menikmati keindahan alam tersebut, dan berbagai macam wisata di Wilayah Indonesia dapat menjadi sumber kemak...
	Berbicara mengenai objek wisata, terdapat objek wisata yaitu Goa Payudan di daerah kabupaten Sumenep, Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Payudan Daleman. Goa Payudan merupakan destinasi wisata religi di Kabupaten Sumenep. Goa Payudan merupakan goa yan...
	Pemberdayaan wisata perlu adanya anggaran biaya dalam pembangunan. Seperti yang dijelaskan dalam UU Desa pasal 72 ayat 1 huruf a sampai dengan b yaitu Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil aset, hasil usaha...
	Menurut UU Desa menjelaskan bahwa salah satu program pemerintah yang mendukung terkait pembangunan desa sebagai sumber pendapatan desa yaitu dengan mengunakan dana desa. Dalam UU Desa Pasal 72 menyebutkan bhwa mengenai dana desa ialah sumber pe...
	Sehubung dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait “Pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal ”.
	1.2 Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :
	1. Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa?
	2. Bagaimana kebijakan pengalokasian dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

	1.3 Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
	1. Untuk mengetahui dan mengkaji dalam kewenangan pemerintahan desa mengenai pengelolaan dana desa.
	2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana kebijakan pengalokasian dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

	1.4 Kegunaan Penelitian
	Harapan penulis terkait dengan penulisan ini yaitu dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan tema penulis. Adapun kegunaan penelitian yakni :
	a. Bagi Pemerintahan
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi, terutama praktisi hukum serta praktisi hukum pemerintahan dengan bertujuan dapat mmberikan masukan dalam memecahkan masalah mengenai pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk...
	b. Bagi Masyarakat
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk masyarakat luas, tertutama terhadap mereka yang mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan terkait pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan...

	1.5 Keaslian Penelitian
	1.6 Metode Penelitian
	Metode penelitian yaitu suatu tata cara mengenai pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian :
	1.6.1 Jenis Penelitian
	1.6.2 Metode Pendekatan
	1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
	Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer  dan sekunder. yang dimana data tersebut nantinya dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Menurut pendapat Umi Narimawati menyatakan mengenai data primer mer...
	a. Observasi
	1) Observasi prapenelitian yaitu berupa pemantauan di lapangan serta pengamatan awal mengenai semua ha la yang berkaitan dengan penelitian dan rancangan terkait data yang diperlukan di dalam proposal penelitian . observasi pra-penelitian yang dilakuka...
	2) Observasi yaitu suatu kegiatan terkait dokumentasi data di lokasi penelitian terhadap objek penelitian dengan mengacu kepada proposal penelitian.  Alat yang digunakan dalam melakukan pengamatan objek penelitian yaitu dengan memanfaatkan seluruh ala...
	b. Teknik Wawancara
	c. Dokumentasi
	Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan angka serta gambar yang dapat mendukung penelitian yang bertujuan untuk pengumpulan data yang akan ditelaah.
	1.6.4 Metode Analisa Data


	BAB II
	Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Desa Untuk Pariwisata halal
	2.1 Desa Wisata Dan Ruang Lingkup Pariwisata Halal
	2.1.1 Pengertian Desa Dan Desa Wisata
	2.1.2 Ruang Lingkup Pariwisata Halal
	Terdapat 2 jenis yaitu :

	2.2 Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
	2.2.1 Kewenangan
	2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa
	2.2.3 Asas-Asas Pemerintahan Desa
	2.2.4 Kewenangan Pemerintahan Desa

	2.3  Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata
	2.3.1 Kebijakan Pemerintah desa
	2.3.2 Pengertian Dana Desa
	2.3.3 Sumber Dana Desa
	Adapun mengenai sumber pendapatan dana desa terdapat dalam Pasal 72 ayat UU Desa menjelaskan mengenai sumber pendapatan Desa dari:
	2.3.4 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa
	Asas akuntabel merupakan suatu asas mengenai mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang didelegasikan ke sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Asas ini berlaku untuk semua kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan desa...
	Asas partisipatif merupakan suatu asas dalam penyelenggara pemerintahan desa termasuk kelembagaan desa serta unsur terkait masyarakat desa.
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	3.1 Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
	3.1.1 Desa Payudan Daleman Dan Objek Wisata Goa Payudan
	b. Goa Payudan
	1. Sejarah Goa Payudan

	3.1.2  Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sumenep
	3.2 kebijakan pengelolaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman
	3.2.1 kebijakan pengelolaan dana desa di desa Payudan Daleman
	3.2.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Desa Payudan Daleman
	3.2.3 Hambatan Dalam Penerapan kebijakan pengelolaan dana desa untuk wisata di desa Payudan Daleman
	3.2.4 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Untuk Wisata Di Desa Payudan Daleman
	Adapun terkait pastisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di desa Payudan Daleman. Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menjadikan pemerataa...
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